Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Kop Badan Hukum (Yayasan/ Lembaaga/ Perserikatan/ Dll)

Atau Satuan Pendidikan

	Nomor

Lampiran

Perihal
	:

:

:
	1 ( satu ) bendel

Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

	         Kepada

Yth.  Kepala Dinas Penanaman Modal 
         dan Pelayanan Terpadu Satu 
         Pintu Kabupaten Mojokerto

         Di – 

                M O J O K E R T O


Sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; dan

3. Surat Edaran Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian izin Pendirian Satuan Pendidikan. 

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*):

· Pendidikan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah swasta
· Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta 
*) centang salah satu

Kami sampaikan data-data sebagai berikut:

	Data Pemohon

a. Nama Pemohon
b. NIK
c. Alamat 
d. Nomor hp/tlp
e. Pekerjaan 
f. Email aktif 
	:

:

:

::

:


	

	Data Satuan Pendidikan
a. Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Nama Badan Hukum
(Yayasan/ Lembaga/ Perserikatan/ dll sesuai dengan NIB)
c. NPWP Badan Hukum
d. Nama Satuan Pendidikan
e. Nama penanggungjawab/ kepala sekolah 
f. Alamat Satuan Pendidikan
               Jalan, RT/TW, Dusun 

               Desa/Kelurahan

               Kecamatan 

               Kabupaten

g. Nomor Obyek Pajak (NOP) 

    Bumi dan Bangunan
h. Nomor hp/tlp
i. Nomor Fax
j. Email aktif badan hukum/ 

    satuan pendidikan
	:

:

:

:

:
:

:

:

:

:

:

:

::
	

	Status Kepemilikan

a. Nama pemilik sarana

b. Alamat

**)coret yg tidak perlu
	:

:

:
	Milik sendiri / milik pihak lain**)

Ririn Dyah Maryani


Sebagai dasar penerbitan izin, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Formulir Permohonan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bermaterai Rp. 10.000,-;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS; 
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dari OSS atau Dokumen SPPL/ PKPLH/ SKKL;
4. Fotokopi KTP Pemohon;
5. Fotokopi KTP Kepala Sekolah/Penanggungjawab Satuan Pendidikan;
6. Fotokopi akta pendirian/ perubahan notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
7. Fotokopi NPWP badan hukum;  
8. Fotokopi SPPT PBB dan bukti pelunasan tahun terakhir/ NOP PBB;
9. Dokumen hak milik/ sewa/atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan; 
10. Denah Bangunan Beserta Ukurannya;
11. Profil sekolah (mengetahui kepala sekolah);
12. Data Siswa (jumlah dan nama serta alamat siswa (sesuai Dapodik);
13. Daftar nama tenaga pengajar berkelayakan dan tidak berkelayakan serta daftar tenaga tata usaha;
14. Surat pernyataan kesanggupan memiliki gedung sendiri, bagi sekolah yang belum memiliki gedung;
15. Pembiayaan pendidikan (dana yang tersedia minimal 50 juta untuk SMP dan 30 juta untuk SD) dibuktikan dengan fotokopi tabungan bank;
16. Fotokopi Piagam Akreditasi;
17. Fotokopi Piagam Perpanjangan terakhir;
18. Fotokopi NPSN;
19. Fotokopi ijazah terakhir guru dan tenaga kependidikannya;
20. Foto/ dokumentasi sarana prasarana sekolah (ruang Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kelas, ruang guru, tata usaha, laboratorium, perpustakaan, BK, UKS, dan lain-lain);
21. Hasil studi kelayakan tentang prospek satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis; dan
22. Bukti/ keterangan lainnya bila diperlukan.
Seluruh berkas softcopy permohonan pemenuhan komitmen format PDF dikirim melalui sistem aplikasi perizinan online DPMPTSP dan melampirkan berkas hardcopy rangkap dua.

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Mojokerto,.....................................2008Pemohon,








Materai 10.000


Stempel Badan 


Hukum/ Satuan 


Pendidikan


      








(.............................................)








